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BUPATI BUNGO 
PROVINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI BUNGO 
NOMOR 25°TAHUN 2024 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

. BUPATI BUNGO, 
Menimbang : a. bahwa Pengaduan Masyarakat merupakan salah satu bentuk 

partisipasi masyarakat dalam  bentuk  pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan, dan agar Penanganan 

Pengaduan Masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik, 

cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk 

menjamin mutu serta hasil, maka perlu disusun Pedoman 

Pengelolaan Pengaduan masyarakat untuk memberikan arah, 
landasan dan kepastian hukum; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bungo. 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah 

Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat Il Sarolangun Bangko dan 

Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor S50, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6865); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PD 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

Mengingat 
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i h pmerinte Aod) eebagaimann telah diubah dengan Peraturan PERCE Nomor 72" Tahun 2019 tentang Perubahan (Lembaran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Ir?l)' Negara Republik Indonesin Tahun 2019 Nomor 187); tentang 6. Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 20117 araan 
:N““‘.nn Pembinann  dan  Pengawasan  Penye cl’:‘l’l‘fi)nc-"in Pemerintahan Daernh (Lembaran Negarn Republik Republik Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesin Nomor 604 1); 
Peraturan  Presiden  Nomor 76 Tahun Pengelolann Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 

8. Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman 
S"l?m Pengelolaan  Pengaduan Pelayanan Publik esionss (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pcngc_lolnfln Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dfllafn Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499); 

10. Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan PD (Lembaran Dacrah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dacrah Nomor 6 Tahun 2022 lentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun ' 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PD (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6); 

2013 tentang 

MEMUTUSKAN: 
snetapkan @ PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 

PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BUNGO 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo. 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo. 
Bupati adalah Bupati Bungo. 
Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo. 
Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bungo. 
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara 
Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi 
Kemasyarakatan. 

8. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan 
Pengadu kepada pengelola Pengaduan pelayanan publik atas 
pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar 
pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran 
larangan oleh penyelenggara. 

9. Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penanganan 
Pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara 
Pengelolaan Pengaduan. 
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duan h Penga 
10. Pengadunn Tidak Berkadar Pengawasan """I:\,p“ sumbang 

baikan yang isinyn dapnt mengandung informasi beruPs 
waran, kruik yang komaratif dan bermanfant bagi P ayanan 
("’"."flrnum-r'l Pemerintah, Pembangunan dan 
Masyarakat, prkait 

11. Pengaduan Berkadar Pengawnsan adalah l‘cugmlll":"l‘":l‘;,nflg 
penyalahgunnan kewenangan dan pelanggaran hu Do 

dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, anggota DO 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau aparatur sipil neg 
lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat dusun. = 

12. Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara ml: ZHn 
penduduk baik orang perseorangan, kelompok maupun b lola 
hukum yang menyampaikan Pengaduan kepada penge 
Pengaduan. 

13. Aparat Pengawas Internal Pemerintah _yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah Inspektorat Dacrah Kabupaten Bungo. 

14. Pemerintahan Dacrah adalah penyelenggaraan pemerintahan 
olch Pemerintah Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Dacrah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dc!xgn.n 

prinsip otonomi scluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dnmnksu_d 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik [ndonesia 

Tahun 1945, 
15. Pemerintah Dacrah adalah Kepala Dacrah scbagai unsur 

penyclenggara  pemerintahan  daerah  yang —memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
dacrah otonom. 

16. Aparat Pencgak Hukum yang sclanjutnya disingkat APH 
adalah aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan 

Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
beserta jajarannya di provinsi dan kabupaten atau kota. 

17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. 

18. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 

yang selanjutnya disebut SP4N adalah sistem yang 
terintegrasi dalam Pengelolaan Pengaduan secara berjenjang 

pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi 
pelayanan publik. 

19. Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

Nasional menggunakan aplikasi LAPOR! yang telah ditetapkan 
sebagai aplikasi umum di bidang Pengelolaan Pengaduan 

yang selanjutnya disebut SP4N-LAPOR! adalah layanan 
penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara 
daring yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara 
berjenjang pada setiap penyelenggara Pelayanan Publik dan 

dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi  Birokrasi  bekerjasama  dengan Kementerian, 

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf 
Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia. 

20. Pejabat  Pengelola  Pengaduan  adalah  pejabat  yang 
bertanggung jawab untuk mengoordinasikan Pengelolaan 
Pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo. 
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. P! 
21. Pejabat Penghubung adalah Pejabat di IinBKUPBT 0, pas Pemerintah Kabupaten Bungo PA Bn}%engndu"-"“ 

mendistribusikan dan memantau penyelesaian an 22. Pejabat Pelaksana adalah Pejabat di ngkungat o piti Pemerintah Kabupaten Bungo yang bertugas men 
dan menyelesaikan Pengaduan. . tugas 

23. Petugas Pelayanan Pcnggaduan adalah pegawal d;’]l(sl;ilflf‘m yang ditunjuk, yang bekerja atau bertugas mex tindakan atau serangkajan Pengelolaan Pengaduan; 24. Frequently asked questions selanjutnya disingkat FA?t aan halaman web atau dokumen yang mengumpulkan pe ars:zlusi Yang sering ditanyakan dan menyediakan jawaban atau 
untuk pertanyaan tersebut; 

25. Hari adalah hari kerja. 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman 
Penanganan Pengaduan Masyarakat agar lebih sistematis, 
efektif, efesien dan dapat dipertanggungjawapkan kepada 
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 
a.menyelesaikan Penanganan Pengaduan Masyarakat secara 

cepat, tepat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan 
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang—undangan; 

b. mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang 
baik, terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di 
lingkungan Pemerintah Daerah; 

¢. meningkatkan koordinasi antara lembaga/instansi dalam 
menyelesaikan Pengaduan Masyarakat; dan 

d.meningkatkan partisipasi masyarakat secara tertib dan 
turut serta bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan Masyarakat. 

Pasal 3 

Ruang Lingkup Pengelolaan Pengaduan Masyarakat meliputi: 
a. Kelembagaan Pengelola Pengaduan; 
b.Cara Penyampaian Pengaduan, Jenis, 

Pengelolaan Pengaduan; 

c. Pemantauan dan Evaluasi; 

d. Pelaporan; 
e. Pembinaan dan Pengawasan; 

f. Pelindungan Terhadap Pelapor; 
g. Hak dan Kewajiban; 
h. Pendanaan. 

dan Mekanisme 

BABII 
KELEMBAGAAN PENGELOLA PENGADUAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 4 

Kelembagaan pengelola Pengaduan terdiri atas: 
a. Pembina; 

b. Pengarah; 
. Penanggung jawab; 
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d. Pej:abal Pengelola Pengaduan; e. Pe_!nbat Pcnghubung; dan f. Pejabat Pelaksana. 

Bagian Kedua 

Pembina 

Pasal 5 
(1) Bupati sebagai pembina bertugas melakukan pembinaan, 

Pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas 
Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah. . 

(2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan: 
a. sekretaris daerah sebagai pengarah Pengelolaan Pengaduan 

di lingkungan Pemerintah Daerah; 
b. pimpinan pp scbagai penanggung jawab Pengelolaan 

Pengaduan dj lingkungan PD masing-masing; . ¢ kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang komunikasi dan informatika sebagai Pejabat Pengelola Pengaduan; 

) d. sekretaris PD dan kepala bagian organisasi pada sekretariat 
daerah sebagai Pejabat Penghubung; dan e. kepala bidang// bagian/inspektur pembantu atau jabatan 
fungsional yang disetarakan pada PD dan kepala bagian 
pada sekretariat daerah sebagai Pejabat Pelaksana. 

Bagian Ketiga 
Pengarah 

Pasal 6 

(1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertanggung jawab kepada pembina. 
(2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: 

a. memberikan arah kegiatan dan pelaksanaan Pengelolaan 
Pengaduan di lingkungan Pemcrintah Daerah; dan 

b. membangun  komitmen para pimpinan PD untuk 
mendukung percepatan tindak lanjut  penyelesaian 
Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Bagian Keempat 
Penanggung jawab 

Pasal 7 

(1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf ¢ bertanggung jawab kepada pengarah, 

(2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertugas: 
a. memimpin seluruh tahapan Pengelolaan Pengaduan di 

lingkungan PD; dan 
b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pengelolaan 

Pengaduan di lingkungan PD. 

Bagian Kelima 

Pejabat Pengelola Pengaduan 

Pasal 8 

(1) Pejabat Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf d bertanggung jawab kepada pembina melalui 
pengarah. 
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. ada (2) Pejabat Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud P ayat (1) bertugas: 
it Pengelolaan a. mengoordinasikan Pejabat Penghubung terkait Pel E\eng di 

Pengaduan secara langsung atau tidak langs! lingkungan Pemerintah Daerah; . ngelola b. menjalankan fungsi sebagai admin instansi yang meng Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N; bantu ¢ menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan untuk mem dan dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, distribusj Pengaduan; 
d. mendistribusikan Pengaduan kepada Pejabat Penghubung Yang berwenang; 

di ¢ melakukan pemantauan kinerja Pengelolaan Pengaduan lingkungan Pemerintah Daerah; 
. f. melakukan evaluasi secara berkala mengenai kemajuan pelaksanaan pelayanan Pengaduan lingkungan Pemerintah Daerah; 

: & menyusun laporan kinerja Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan h. melakukan sosialisasi terkait Pengelolaan Pengaduan 
kepada masyarakat, 

Bagian Keenam 
Pejabat Penghubung 

Pasal 9 
(1) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hu_ruf €, bertanggung jawab kepada penanggung jawab. (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: 

a. berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksana atau jabatan fungsional yang disetarakan untuk tindak lanjut penyelesaian Pengaduan sesuai dengan kewenangannya; b. menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan untuk membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan distribusi Pengaduan; 
¢. meneruskan Pengaduan kepada Pejabat Pelaksana sesuai dengan kewenangannya; 
d. memantau tindak lanjut penyelesaian Pengaduan; 
e. menyusun FAQ substansi Pengaduan dari seluruh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah; 
f. menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan FAQ; 
g. memberikan informasi kepada Pejabat Pengelola Pengaduan mengenai status penyelesaian Pengaduan dan langkah yang 

dilakukan untuk mempercepat penyelesaian; dan 
h.melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan 

Pengaduan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana. 

Bagian Ketujuh 
Pejabat Pelaksana 

Pasal 10 

(1) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf f, bertanggung jawab kepada kepada penanggung 
jawab. . 

(2) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertugas: 
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a. menind, juti t, dan tuntas;aklamuu Pengaduan dengan cermat, cepal 

b. memberikan respon dan tanggapan sesuai dengast substansi Pengaduan; 
¢. memberikan tanggapan ulang apabila diperlukan hingga 
q Pcnanga:nan Pengaduan selesai; dan .membenl_(an informasi kepada Pejabat Penghubung 

g;lengenzu status penyelesaian Pengaduan dan langkah yang 
akukan untuk menyelesaikan Pengaduan. 

BAB Ill 
CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN, JENIS, DAN MEKANISME 

PENGELOLAAN PENGADUAN 

Bagian Kesatu 
Cara Penyampaian Pengaduan 

Pasal 11 

@) fe“gaduan disampaikan secara langsung dan/atau tidak 
angsung. 

@ Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), disampaikan secara tatap muka kepada Petugas 
Pelayanan Pengaduan melalui ruang layanan Pengaduan. 
Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan melalui media resmi Pengaduan 
Pemerintah Daerah sebagai berikut: 

. SP4N-LAPORY; 
. surat; 

website; 
. surat elektronik; 
faksimile; 
call center; 
short message service; 

. media sosial; 

whistle blowing system; dan 
Aplikasi Pengaduan lainnya yang terintegrasi dengan SP4N- 

LAPOR!. 

3 

e
 

FR
 
o
o
 

o
 

Pasal 12 

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, paling sedikit 

memuat informasi: 
a. identitas pengadu; 

b. substansi pengaduan; 

c. pihak yang terlibat; 

d. waktu, tempat, dan kronologi kejadian; dan 

e. bukti pendukung apabila tersedia. 

Pasal 13 

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 

bersumber dari: 
a. perseorangan; 
b. kelompok masyarakat; dan 

. badan hukum. 
) i 

(2) gela?n Pengaduan yang bersumber sebagaimana dimaksud 

j ber dari pelimpahan instansi 
ada ayat (1) dapat juga bersumbe imp 

];emeri.ntah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi. 
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i identitas () Pemerintan Daerah wajiby menjamin kerahasiaan identita: 

Pgadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, 

Pasal 14 
(1) Pemerintah Dacrah  wajib menyusun maklumat pelayanan Pengaduan, 

(2) Maklumat pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada 
avat (1) berupa pernyataan tertulis yang berisi janji untuk 
memberikan pelayanan pengaduan secara cepat, tepat, tertib, 
tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Maklumat pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada 
a¥at (2) wajib dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. 

@ 

Bagian Kedua 
Jenis Pengaduan 

Pasal 15 
Jenis Pengaduan terdiri dari; 
a. Pengaduan Tdak Berkadar Pengawasan; dan b. Pengaduan Berkadar Pengawasan. 

(2] Pengaduan  Tidak Berkadar Pengawasan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. keluhan atas ketidaksesuaian pelayanan dengan standar Pe_layanan Publik; 
ik yang  konstruktif terhadap  penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan 

C. saran perbaikan kebijakan Pelayanan Publik. Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. penyalahgunaan Jjabatan/ wewenang; b. pelanggaran administratif; 
c. korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan 
d. pelanggaran disiplin pegawai. 

a 

@3 

Bagian Ketiga 
Mekanisme Pengelolaan Pengaduan 

Pasal 16 
Mckanisme Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari: 
a. penerimaan; 

b. verifikasi; 

C. tanggapan awal; 
d. distribusi; dan 
e. tindak lanjut. 

Pasal 17 

(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a 
diterima dan dicatat oleh Petugas Pelayanan Pengaduan yang 
ditunjuk oleh Pejabat Pengelola Pengaduan dan/atau Pejabat 
Penghubung. ‘ 

(2) Petugas Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menginput penerimaan Pengaduan kedalam SP4N- 
LAPOR!. . 

(3) Ketentuan mengenai mekanisme penerimaan Pengaduan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
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lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 18 

(1) Pengaduan yang telah diterima dan dicatat sebagaimand 
dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan verifikasi sebagaiman@ 
dimaksud dalam Pasal 16 huruf b oleh Petugas Pelayanan 
Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Verifikasi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi: 
. meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; 
b. melakukan konfirmasi atas informasi; 
¢. mengidentifikasikan subjek dan objek Pengaduan; dan 
d. memeriksa kesesuaian kewenangan substansi Pengaduan. 

(3) Setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Petugas Pelayanan Pengaduan menentukan kelayakan dan 
kelengkapan informasi Pengaduan. . 

(4) Dalam hal Pengaduan yang disampaikan sudah memenuhi 
kelayakan dan kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Petugas Pelayanan Pengaduan memberikan 
tanda terima Pengaduan berupa: 
a. formulir tanda terima untuk Pengaduan secara langsung; 

dan/atau 
b.Kode tracking Pengaduan SP4N-LAPOR! untuk Pengaduan 

secara tidak langsung. 
(5) Dalam hal Pengaduan yang disampaikan belum memenuhi 

kelayakan dan kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (3), Petugas Pelayanan  Pengaduan 
menginformasikan kepada Pengadu untuk melengkapi 
informasi Pengaduan dengan batas waktu paling lama 10 
(sepuluh) Hari. 

(6) Apabila dalam batas waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari 
Pengadu tidak melengkapi informasi Pengaduan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), Pengaduan dapat diarsipkan. 

Pasal 19 

(1) Pengaduan yang telah diverifikasi selanjutnya diberikan 
tanggapan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf 
c berdasarkan FAQ. 

(2) Dalam hal substansi Pengaduan tidak dimuat dalam FAQ 
petugas pelayanan Pengaduan melakukan distribusi 
Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d 
kepada Pejabat Penghubung. 

Pasal 20 

(1) Petugas Pelayanan Pengaduan melakukan distribusi 
Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) 
sesuai jenis Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15 ayat (1). 

(2) Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan didistribusikan 
kepada Pejabat Penghubung di PD terkait untuk 
ditindaklanjuti sesuai kewenangannya. 

(3) Pengaduan Berkadar Pengawasan didistribusikan kepada 
Pejabat Penghubung di Inspektorat untuk ditindaklanjuti 
sesuai kewenangannya. 

(4) Dalam hal Pengaduan yang diterima oleh Pejabat Penghubung 

bukan merupakan kewenangannya, Pejabat Penghubung 
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an dapat mengembalikan Pengaduan kepada Petugas Pelayan 
Pengaduan. 

Pasal 21 

Tindak lanjut Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
huruf e dilakukan berdasarkan: 
a. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan; dan 
b. Pengaduan Berkadar Pengawasan. 

Pasal 22 

(1) Tindak lanjut Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan 
sebagaiman; dimaksgud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan 
oleh Pejabat Penghubung dan/atau Pejabat Pelaksana pada 
PD sesuai dengan kewenangannya. s 
Pejabat Penghubung yang telah menerima dxst‘nb\ISl Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti Pengaduan dengan 
melakukan penelaahan terhadap substansi Pengaduan, 
koordinasi, dan konsolidasi dengan Pejabat Pelaksana untuk 
Penyusunan tanggapan Pengaduan. 

() Batas  waktu  penyampaian tanggapan  Pengaduan disampaikan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak 
Pengaduan diterima oleh Pejabat Penghubung. 

(4) Tindak lanjut penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), disampaikan dalam bentuk surat dan /atau melalui SP4N- 
LAPOR!. 

(5) Pejabat Penghubung dan/atau Pejabat Pelaksana setelah 
menindaklanjuti dalam bentuk surat dan /atau melalui SP4N- 
LAPOR!,  selanjutnya melakukan pemantauan  dan 
memberikan  tindak lanjut kembali apabila Pengadu memberikan tanggapan. 

(6) Tanggapan Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan dalam jangka waktu paling lama 10 
(sepuluh) Hari. 

(7) Dalam hal Pengadu tidak memberikan tangggapan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari, Pengaduan 
selesai dan ditutup. 

(2] 

Pasal 23 

(1) Tindak Lanjut Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan kewenangan. 
(2) Pejabat Penghubung yang telah menerima  distribusi Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan Pengaduan kepada Inspektur. 
(3) Batas waktu penyampaian informasi status tindak lanjut Pengaduan disampaikan paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak Pengaduan diterima oleh Pejabat Penghubung. 
(4) Penyampaian informasi status tindak lanjut Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk surat dan/atau melalui SP4N-LAPORI. 

Pasal 24 

(1) Pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dengan terlapor meliputi: 
a. aparatur sipil negara Pemerintah Daerah kabupaten kecuali 

sekretaris daerah dan inspektur; 
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b. kepala desa/rio; dan C. perangkat de. (2) Dalam hal 
mMerupakan 
menjalankan 
Pengelolaan 
Pegawai non 

Pegawai non aparatur sipil 
tugas administrasi pemerintahan, jawab 
Pengaduan dilakukan oleh penanggungé 
aparatur sipil negara. 

Pasal 25 
an Da;amxhal Inspektorat tidak dapat menyelesaikan PengaQdu(z) daroBaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan aya ada 

A;}Imt Mengajukan permohonan tertulis disertai alasan Kep P Kementerian untuk menyelesaikan Pengaduan. 

Pasal 26 

gaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) 
Pengaduan kepada unit kerja di inspektorat 

yang melaksanakan fungsi penyelesaian Pengaduan melalui 
Pejabat Penghubung untuk dilakakag penelaahan. (@) Unit kerja yang melakukan penelaahan sebagaimana pada ayat (1) yaitu Inspektur Pembantu Khusus. 

(1) Inspektur seba 
mendisposisi 

Pasal 27 
(1) Penelaahan sebagaimana dimaksud datam Pasal 26 dilakukan melalui analisis materi Pengaduan berdasarkan informasi 

yang memuat paling sedikit: 
4. nama dan alamat pihak yang melaporkan; 
b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan; ¢ perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang—undangan; dan 
d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran. 

(2) Dalam hal Pengadu tidak berkenan memberikan nama dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, namun didukung informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢ dan huruf d, Pengaduan dapat dilanjutkan 
ketahap berikutnya. 

(3) Hasil penelahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 
sedikit memuat sumber Pengaduan, materi Pengaduan, 
analisis, kesimpulan, dan saran. 

(4) Hasil penelahaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaporkan kepada Inspektur untuk mendapatkan 
petunjuk dan arahan yaitu: 
a. koordinasi; 
b. pelimpahan; 
c. klarifikasi; 
d. pemeriksaan khusus; atau 
e. arsip. X 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format hasil penelaahan 
Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 28 

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) 
huruf a merupakan pelaksanaan hasil penelaahan yang 
memerlukan informasi khusus dari instansi teknis terkait, 
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hurug b,px::? bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Substang;j Pe; Puti permintaan tambahan data dan fakta terkait 

er 

6] Pel::::;: 

mgn;?::,;;?fing sedikit ringkasan, sumber Pengaduan, data 

(7) Kesimpyj 
Jawaban g, 

8) g::::lfiksaan khusus, 

! Penyusunan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hy 2N pelap aksud pada 
dihadapan I:‘st;l,(tfi:- t.iflh“]lll dengan ekspose hasil klarifikasi 

Pasal 33 1 . 
(O] :;:ealrs:?“nmfkh:sus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

atas: , merupakan pelaksanaan hasil penelaahan 

2. pengaduan yang dilengkapi bukti awal yang cuku ] 
- Pengembangan dari hagsil Il’(lariflkasi; vane : 

C. pelimpahan  dari hasil pembinaan dan pengawasan 
Inspektorat; dan 

d. pelimpahan  dari kementerian/lembaga  pemerintah 
nonkementerian /Pemerintah Daerah/APH. 

2) Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui tahapan: 
a. persiapan; 

b. pengumpulan bukti; 
C. penyusunan berita acara pemeriksaan dan/atau berita 

acara permintaan keterangan; 

d. berita acara perhitungan bersama; dan 
e. pelaporan, 

Pasal 34 

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) 

huruf a, meliputi: 
a. pembentukan tim; 

b. penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan khusus; 
c. ekspose rencana kegiatan pemeriksaan khusus; dan 

d. penerbitan surat tugas. 

(2) Pengumpulan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

ayat (2) huruf b, dengan melakukan permintaan data, fakta, 

keterangan/pernyataan atas materi Pengaduan. 

(3) Berita acara pemeriksaan/berita acara permintaan keterangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf ¢ dan 

berita acara perhitungan bersama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d dilaksanakan_ secara tertutup 

yang pelaksanaannnya dilakukan secara teliti, Db‘]ektlf: dan 

didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya 

yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran t.ersebut. ) 

(4) Berita acara perhitungan bersama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d_, dflék.ukan untuk 

menyepakati atas perhitungan terkait selisih  keuangan 

dan/atau rekapitulasi dokumen. 
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33, 
) 

ke"!:?: Pasal 34 dilaporkan kepada Bupati sesuai dengan 
AN peraturan perundang-undangan. i 

pelaksanaan tindak lanjut scbaga}u:a;a 

dan tidak ayat () bersifat rahasia, tidak boleh dibuka, 

lain gk Doleh diberikan kepada publik, kecuali diten 
u"danga:lm dengan ketentuan peraturan perundang: 

St; § 
) 

dfl::]fs hasil pelaksanaan tindak lanjut sebagaimand 

Pejamud Pada ayat (1) diinput ke dalam SP4N-LAPOR! oleh 

" ditindaklm-zirf’“b“"g dengan status sudah selesal 

@ :{;"l:tll Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada 
(1) merupakan hasil tindak lanjut penyelesaian 

(2 g g g 

(3] 

Pengaduan. 

) K Pasal 40 
epala PD waji i juti i i khusus Inspektorat, jib menindaklanjuti hasil pemeriksaan 

(2) ::t;:fik_ lanjut  hasil pemeriksaan khusus Inspektorat 
gaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi 

atas  Pengaduan Berkadar Pengawasan ~sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b. 

@3) R_Ekomcndasi hasil pemeriksaan khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 60 (enam 
puluh) Hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima oleh 

obyek yang direkomendasikan dalam pemeriksaan khusus. 
Kppala PD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai 

df:ngan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(5) Tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemantauan olch 
Inspektorat paling banyak 3 (tiga) kali dalam batas waktu 60 

(enam puluh) Hari. 
(6) Apabila dalam batas waktu 60 (enam puluh) Hari 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditindaklanjuti 
atau baru sebagian yang ditindaklanjuti, untuk potensi 

adanya kerugian keuangan negara atau daerah, dapat 

melimpahkan kepada APH setelah mendapat persetujuan 

Bupati. 

(7) Tindak lanjut selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4] 

Pasal 41 

Inspektorat melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut 

hasil pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40, serta melakukan pemantauan terhadap tindak 

lanjut surat pelimpahan Pengaduan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 ayat (2). 

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat memfasilitasi 

pelaksanaan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil 

pemeriksaan khusus dan pelimpahan Pengaduan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 42 

Hasil pemeriksaan Inspektorat apabila ditemukan adany‘a 

unsur tindak pidana, Inspektorat dapat menyerahkan hasil 

pemeriksaan kepada APH. 

1 

(2 

(1 
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i d 
2) S::elum diserahkan kepada APH sebagaimana dm;::::fl 

go 4 ayat (1), obyek yang diperiksa diberikan Wtuk famut 

"’ko(lennalg Puluh) Hari untuk menyelesaikan tindal 
ika dgq 25 hasil pemeriksaan. . 

. :}:('E dmam.w"k“‘ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) '-";:'s‘ \ndaklanjyg scluruhnya atau sebagian, Inspektorat da 
R;t}‘lmJUk tertulis dari Bupati dapat melimpahkan kepa 

@ Ealam hal laporan hasil pemeriksaan khusus disampaik‘:‘: 
nfe};:gifp H sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektor: 

an koordinasi (5) Koordinas; inasi dengan APH. 
sebagaj i t (4) dilakukan 

dalam bengur. Agaimana dimaksud pada ayat (4) 
a. pemberian 
b. verifikasi; 

€ Pengumpulan data dan * PeMaparan hag;] pemeriksaan atas Pengaduan; dan/atau €. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnngan. 

informasi; 

keterangan; 

Pasal 43 
(1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf a, merupakan penyampaian laporan Pengaduan 

darf Inspektorat kepada APH, (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (S) huruf b, merupakan inventarisasi data dan informasi awal berdasarkan laporan Pengaduan. (3) Pengumpulan data dan keterangan sebagaimana dimaksud 

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf d, merupakan Pemaparan hasil Penanganan Pengaduan oleh Inspektorat kepada APH. 
(5) Bentuk koordinasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf €, merupakan kerjasama antara APH dengan Inspektorat dalam menindaklanjuti penyelesaian Pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, 

Pasal 44 
(1) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dituangkan dalam berita acara. 
(2) Apabila berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat  administratif, proses lebih lanjut ditangani Inspektorat. 
(3) Apabila berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut ditangani oleh APH. (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final. 

Pasal 45 
Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 43 dan Pasal 44 bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali 
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ada ketengy, an a i . eratur: pemndnng_un:lu:‘“g"n"nyflng sesuai dengan ketentuan P 

Inspekt Pasal 46 
tidak do:‘“ Pada saat menindaklanjuti penyelesaian Pcflg"d“a‘:} 

Pat ditangiap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atal digugat dj m 3 an pemndang_u:;‘:nl;::gudxlnn sesuai dengan ketentuan peratur 

Kety Pasal 47 
SCb:nt‘!fln lebih lanjut mengenai alur Pengelolaan Pengaduan 
tidakg?lm?.‘na fercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian erpisahkan darj Peraturan Bupati ini. 

o Bagian Keempat 
Kewajiban Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengaduan 

Pasal 48 

1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Pengaduan, Inspektorat wajib menyediakan sarana dan prasarana pengaduan dengan @ gcmperhankan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. ) Dalam melaksanakan Pengelolaan Pengaduan, Kementerian dan Pemerintah D. N el 

LAPOR!, aerah mengoptimalkan pemanfaatan S! 

BAB IV 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 49 
(1) Pejabat Pengelola  Pengaduan  Pemerintah  Daerah r{lelaksanakan Pemantauan dan evaluasi atas penyelesaian 

lt)x]x;dak lanjut Pengaduan dan kinerja Pengelolaan Pengaduan 

(2) Pejabat Penghubung di lingkungan Pemerintah Daerah 
melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penyelesaian 
tindak lanjut Pengaduan dan kinerja Pengelolaan Pengaduan 
Pejabat Pelaksana di PD. 

Pasal 50 

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi 
dan/atau penyampaian surat hasil pemantauan dan evaluasi. 

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilaksanakan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) 
bulan sekali. 

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2), meliputi: 
a. persentase penyelesaian Pengaduan; 

b. rata-rata waktu tindak lanjut Pengaduan; dan 
c. kualitas tindak lanjut Pengaduan. 

BABV 
PELAPORAN 

Pasal 51 

Pejabat Pengelola Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah 

melaporkan hasil pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan di 
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lingkup, . i Sekretaris Dncmh."““ Pemeringay, Dacrah kepada Bupati melalui S 

Pasal 52 di mclflporkfm pelaksanann Pengelolaan Pcng.uduufl 
AN Pemeringaly Daerah kepada Gubernur Jambi. 

Bupat 
hngk\mR 

(1) pel Pasal 53 1 dnain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasa 52 dilakukay, Paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali, paling lambat 3 (1 
tahun a; ksanaan 

anggay nbcl g )i:)ulnn setelah tahun pelal 
(2) Sistematikq 1aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling sedikit memuat: @ rekapitulasi - pengaquan memuat materi dan kategori P_cngaduan; 

s ¥inefja  Pengelolaan Pengaduan memuat  persentasc penyelesaian Pengaduan, rata-rata waktu tindak lanjut Pengaduan, dan kualitas tindak lanjut Pengaduan; dan 3 C. rencang kegiatan Pengelolaan Pengaduan. (3) Pelaporan hasil evaluasi penyelenggaraan  Pengelolaan Pcngad_uan di lingkungan Pemerintah Daerah digunakan scbagai bahan perbaikan Pelayanan Publik. 

BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 54 
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah. 

BAB VII 
PELINDUNGAN TERHADAP PELAPOR 

Bagian Kesatu 
Komitmen dalam Pemberian Perlindungan 

Pasal 55 
(1) Perlindungan Pelapor wajib dilakukan oleh Bupati, Kepala PD, Camat dan Pejabat Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah. 
(2) Perlindungan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa jaminan kerahasiaan identitas dan materi Pelaporan Pengaduan sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal pelapor berasal dari masyarakat, Bupati, Kepala PD, Camat dan Pejabat Pengelola Pengaduan wajib menjamin Pelaporan pengaduan dimaksud tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. (4) Bupati melalui Kepala PD, Camat dan Pejabat Pengelola Pengaduan memberikan pemahaman mengenai Perlindungan pelapor kepada seluruh Pegawai di lingkungannya. 
(5) Bupati, Kepala PD, dan Camat dilarang menerbitkan kebijakan  kepegawaian dan/atau kebijakan lain yang merupakan bentuk Tindakan Balasan kepada Pelapor. 
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(1) 
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Dalam hal Pelapor mem 

e e 
T L 

S; 
Yarat dap Be, Bagian Kedun 

ntuk Pemberion Perlindungnn Pelapor 
te ™ 
erhadap Tindakan Bulason 

Pasal 56 

b. pela, Poran 

Pelaporan gcngnduun disampaikan  melalui saluran 

Pengelo] an/atau  disnmpaikan langsung kepnda 

<. rekam ‘of 
: Jejal 

d. tingkat Jk:aitgflnggnfn" yang pernah dilakukan; 

mendukung alan  informasi yang disampaikan dalam 

e. tidak mcnjfid};?se.s pembuktian pengaduan; 

L. pelapor tidag o 50 dari pihak yang dilaporkan; dan 

Tingkat EHCa?nakChfl“"&}n hak perlindungan. 

a meliputi; n sebagaimana dimaksud pada ayat m huruf 

a. tingkat rj 

b. tingkat ;:dg::. berupa intimidasi sccara tidak langsung; 

laporan ba]ikg' lbemqa intimidasi secara langsung, teror, 

fisik; dan/atauo eh pihak terlapor, dan/atau pemaksaan 

¢. tingkat 
me%nbah bera.t., berupa ancaman fisik yang 

dedan Bl o v dn faton hasta. 
pelapor merupakan Aparatur Sipil Negara, 

§°;$§Ungan pelapor meliputi: 
b. J inan kerahasiaan identitas dan materi laporan; 

d;llai:lu}?nl aspek kepegawaian. 
al pelapor meru i 

pelapor meliputi: palbncs jmrayaraloak, poriincungsn 
g.j.:m!nan kerahasiaan identitas dan materi laporan; dan 

‘} minan  pelaporan pengaduan  tidak mempengaruhi 

dayanan yang diberikan olech pemerintah dacrah sesuai 

engan ketentuan peraturan perundangundangan. 

Pasal 57 

Bantuan aspck kepegawaian scbagaimana dimaksud dalam 

Pasal 56 ayat (3) huruf b berupa: 

a. pelaksanaan mutasi segera dari kantor yang dilaporkan; 

dan/ atau 

b. pemulihan  hak-hak kepegawaian  atas tindakan 

kesewenang-wenangan scbagai tindakan balasan —atas 

pelaporan pengaduan dengan memperhatikan formasi, 

yang dilaksanakan sesuai 
kompetensi, dan kualifikasi 

turan perundang-undangan. dengan ketentuan pera 

Bantuan aspek kepegawaian diberikan oleh unit yang 

menangani kepegawaian di lingkungan Pemerintah Dacrah. 

Pasal 58 

erlukan perlindungan fisik, Inspektorat 

dapat meminta bantuan kepada: 
lakukan perlindungan terhadap 

a. Lembaga yang berwenang me 

b. Aparat penegak hukum, 
saksi dan korban; dan/atau 

i dengan kelentuan peraturan 
sesual 

nerindang-undangan. 
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Bagian Ketiga 
Tata Cara pemberian Perlindungan Pelapor 

Pasal 59 
as pelapor (1) Dalam g p 

ds clapor mendapatkan tindakan balasan, k:pat menyampaikan la:uran adanya tindakan palasa? @ Lap:dn In;pektur. 
(”':i::n tindakan balasan sebagaimana dimaksud pa ok 8an menyampaikan: i 4 

" Jaonologi peristiwa tindakan balasan yang dialami pel2pe’s 
ala';:na?d::ku"’“k“ yang mendukung adanya ti 

€ Usulan bentuk perli i \ch pelapon 3] perlindungan yang dibutuhkan oleh peapy 
@ tlaellj’lo?n sebagaimana d.ima;g(sudy pa%la ayat (1) setelah diterima danpnspektur, Inspektur menugaskan Subbagian Evaluast 

r Elfl.ipol’an melakukan analisis paling sedikit meliputi: :- :?rennfika_isi terhadap Pelapor; 
C- by q?olog; peristiwa Tindakan Balasan yang i eri |kas‘1 bukti yang disampaikan Pelapor; 
& Inventarisasi kebutuhan Perlindungan Pelapor; dan 
A}lperr}yataan lengkap atau tidak lengkap. 

alisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tign) Hari sejak penugasan diterima oleh Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. 

da ayat 

dialami Pelapor; 

(4] 

Pasal 60 

Inspektur menugaskan kepada Inspektur Pembantu Khusus 

melakukan pemeriksaan atas hasil analisis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dalam jangka waktu paling 
lama 10 (sepuluh) Hari sesuai dengan ketentuan. 

Pasal 61 

(1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 
dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pemberian 
perlindungan. 

(2) Laporan hasil pemeriksaan pemberian  perlindungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun paling sedikit 
memuat: 

a. uraian hasil pemeriksaan; 

b. kesimpulan; dan 

c. rekomendasi. 
(3) Uraian hasil pemeriksaan untuk Tindakan Balasan tidak 

terbukti paling sedikit memuat: 
a. dugaan upaya tindakan balasan; 
b. ringkasan hasil pemeriksaan; dan 
c. pernyataan tidak terbukti adanya tindakan balasan. 

(4) Uraian hasil pemeriksaan untuk Tindakan Balasan terbukti 

paling sedikit memuat: 
a. identitas pelaku tindakan balasan; 

b. bentuk tindakan balasan; 

c. bentuk perlindungan pelapor; dan 

d.sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindakan 

balasan. 

Pasal 62 

(1) Laporan hasil ~pemeriksaan pemberian  perlindungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dengan hasil 
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. 2] - 

Pemerji Saan 

‘ 
(2 olch Ingpeyy, Sdakan balsan tidak terbukti, disampaikan 

) s | T kepada Pelapor., 
" pemeriksann berian engon 

an pemberian P i Pemerikgqan SMakaud dalam Pasal 61 ayat (1) dengan hosil 
1 aan Ty " . NSspektur kgpml':‘dl';h::“fl"lnsnn terbukti, disampaikan oleh 

__BABvI 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 
Hak dan Kewajiban Pelapor 

. 
Pasal 63 Setiap Pelapor berhak: a. menda, 

Patkan nomor register pelaporan pengaduan; 
b. mem f 

pcngggm]eh informasi terkait tindak lanjut pelaporan 

€. mend. a::l: yang disampaikannya; dan 

peratu an  perlindungan  sesuai  dengan  ketentuan 
ran perundang-undangan. 

Pasal 64 

(1) Setiap Pelapor wajib: 
a. :‘cnyflmpaikan informasi pengaduan dan terlapor sesuai 

cngan fakta yang diketahuinya dalam materi pelaporan 
pengaduan; dan 

b. merahasiakan pelaporan pengaduan kecuali kepada pejabat 
pengelola pengaduan. 

) Qalam hal Pelapor melanggar kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelapor tidak memperoleh 
hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c. 

Pasal 65 

(1) Setiap Aparatur Sipil Negara wajib melaporkan dugaan 

Pengaduan yang diketahuinya melalui Saluran Pelaporan 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

(2) Masyarakat dapat melaporkan dugaan Pengaduan yang 

diketahuinya melalui Saluran Pelaporan. 

Bagian Kedua 

Hak dan Kewajiban Pejabat Pengelola Pengaduan 

Pasal 66 

Setiap Pengelola berhak: 
) 

a. mendapatkan perlindungan ~ hukum  sepanjang telah 

melaksanakan Pengelolaan Pelaporan Pengaduan dengan 

iktikad baik; 

b. mendapatkan pengembangan kompet 

lanjut Pelaporan Pengaduan; 
o ) 

c. mendapatkan akses terhadap data yang dimiliki Pemerintah 

Daerah dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan 

Pengaduan; dan/ atau 

d. mendapatkan  sarana dan prasarana  dalam rangka 

pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pengaduan, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan‘ 

ensi di bidang tindak 

Dipindai dengan CamScanner
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:etiap Pengelo}, Pasal 67 

b. men aklanjuti 3 
Yaga ; anjuti Pelaporan Pengaduan; 

ke:::asfa“n selirub inbmasi  torkait Pelaporan 

undangan; uai dengan ketentuan peraturan perun ang” 

- Memberjk; . 

g “"e“ghindx gir‘md““san terhadap identitas Pelapor; 

- Memberikan | p 2! kepentingan; o
0
 

L. ll’(::r:cl‘:l:: ia
poi"r;-fcmasi 

tindak lanjut Pelaporan Pengaduan 

g menandat;p
:;:? ;:l’égei?]aan ?elaporan Penga:%uan:, (:(m;ebagai 

Pengelola, 
a integritas pada saat ditunjul 

BAB IX 

PENDANAAN 

Pasal 68 

Penda_naa}., Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah 

Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Kabupaten Bungo sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 69 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

« Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Bungo. 

P = e Ditetapkan di Bungo 

' = 13- (- 2024 
' [ TELAN DI TELITI KEBENARANNYA pada tanggal " 20 

IRBANWIL INSPEKTUR 

— 

16 . vs:e A 

zfifi - SURYANA 
IR e i . 

——an - i 
HURI 

Diundangkan di Bungo 

Pada tanggal /3~ 1l — 2024 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BUNGO, 

/////(/ 

MURSIDI 

l 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 35 
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